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ABSTRAK 

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PERETASAN PUSAT 

DATA NASIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG 

NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI 

(Humaira Azzahra, 2010112186, Hukum Perdata Murni (PK I), Fakultas Hukum, Universitas 

Andalas) 

 

Peretasan Pusat Data Nasional merupakan salah satu insiden keamanan siber yang menimbulkan 

dampak serius terhadap pelindungan data pribadi warga negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis kewajiban pemerintah sebagai pengendali data dalam menghadapi peretasan PDN 

serta pertanggungjawaban perdata yang melekat pada pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode penelitian ini menggunakan 

metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Komdigi memiliki kewajiban hukum yang jelas untuk menjaga 

keamanan data pribadi melalui penerapan prinsip perlindungan data, audit berkala, notifikasi kebocoran 

data, serta pencadangan dan pemulihan data. Namun, dalam kasus peretasan PDN ditemukan berbagai 

kelalaian, seperti minimnya pencadangan data dan keterlambatan notifikasi kepada publik, yang 

mengindikasikan kegagalan Pelindungan Data Pribadi. (2) dalam hal terjadi kegagalan perlindungan 

data, pemerintah dapat diposisikan sebagai subjek hukum privat yang tunduk pada hukum perdata. 

Kelalaian menjaga keamanan data pribadi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum 
karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal. Dengan 

demikian, kegagalan perlindungan data pribadi oleh pemerintah dapat dimintakan pertanggungjawaban 

atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami subjek data, dengan dasar hukum Pasal 12 UU 

PDP dan Pasal 1365 KUH Perdata. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Komdigi memperkuat 

mekanisme pelindungan data pribadi dengan regulasi komprehensif dan kebijakan berbasis prinsip 

kehati-hatian serta menegakkan standar keamanan siber yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. 

Pemerintah juga perlu segera membentuk lembaga yang akan menjalankan penyelenggaran 

pelindungan data pribadi sebagaimana amanat Pasal 58 UU PDP untuk mengawasi perlindungan data 

dan menjamin pertanggungjawaban perdata atas kerugian. Regulasi pelaksana Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 2022 harus diterbitkan untuk menegakkan hukum atas kebocoran data, memperkuat 

kewajiban pencadangan dan pemulihan data, serta mewajibkan audit keamanan berkala oleh lembaga 

independen guna meningkatkan akuntabilitas dan kepastian hukum dalam Pelindungan Data Pribadi. 
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